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_akukan penataan uti

Ida Bagus Su am
. Kuta Gede Rai Wijaya,

MANGUPURA, NusaBali
Pemkab Bad

yang membuat perwajahan kota
khususnya di wilayah Kuta menjadi
semrawut. Tahun langgaran 2016
ini, sedang digarap proyek jalan
dan drainase yang terintegrasi den-
gan jaringan utilitas. Bupati Badung
I Nyoman Giri Prasta, Kamis (21/7)
‘melakukan peninjatian proyek yang
Rp 25 miliar

Untuk menurunkan utilitas kabel
yang merusak pefwajahan Kuta,
Bupati Giri Prasta menyatakan
siap menata wajah Kuta yang saat
ini terganggu dengdan keberadaan

utilitas yang menggantung di udara.
“Dengan konsep pe

bangunan
berdasarkan Tri Hita Karana, per-
wajahan Kuta sebagail ikon pari-
wisata Badung benar-benar bersih
dari utilitas yang berada di udara.
Kita akan buat semua utilitas be-
rada di bawah tanah. Ini akan dilak-
sanakan secara bertahap,” kata Giri
Prasta disela-sela peninjauan yang
dihadiri anggota d
Gusti Anom Gumanti, Kepala Dinas
Bina Marga dan Pengairan Badung
ba, Camat
urah Kuta
rta perwakilan

ini lanjut bu-

Wayan Daryana s
PLN

Dalam tahapa
pati, pemerintah terlebih dahulu
menyiapkan ‘rumah’ untuk utilitas
tersebut. Untuk tahun 20116 ini telah
dikerjakan proxek tilitds terpadu
sepanjang 3 km, deng
kegiatan Peningkdtan Jalan dan
Drainase Simpang Pantai-Popis I,
Jalan Pantai Kuta, Jal
Jalan Raya Pantai| Kuta-Popis II,
Tegal Wangi dengdn nila

Bupati

Sdambf, di Kuta, Kamis (

Badung Giri f’rasd disaat meninjau di’airiase bersama anggota DPRD
Badung | Gusti Anom Gumi % Kadis Bina M
SRS BAR
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erwajahan Kuta, v
egera Tata Utilitas

Kabel

1 eIST

ah;a dan Pengairan‘ida Bagus Surya
At ‘ el 1o

Rp 25|241.177.457. “Kalau nanti
‘rumahinya’ sudah siap, selanjutkan
kita akan tetapkan Perda Utilitas
Terpadu. Mau tidak mau, pemilik
utilitas| harus | menempatl?n. utili-
tasnza pada tempat yang telah kita
siapkah,” tegas bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas
Bina Marga |B Surya Suamba yang

~ didampingi Kabid Jalan dan Jem-

batan $ang Nyoman Oka Permana
menjelaskan, proyek drainase dan
utilitas terpadu ini yang dikerjakan

. dengan system clean contraction

telah mencapai 50 persen. Proyek
ini melewati tiga wilayah den%an
panjang 3 km. Meliputi Jalan Be-
nesari sepanjang 700 meter, Jalan
Poppi

4

. 2— | l

: Jumal zz‘:)ulf 2ol
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sepanjang 1.800 meter

‘Jalan Tegal Wangi sepanjang
‘meter. £

arena utilitas di lokasi proyek
begitu banyak maka ukuran
hanya 80 cm x 80 cm. Akan
i untuk jalan-jalan utama yang
itasnya sangat banyak, ukuran
box/mencapai 1,5 m x 2 meter.

kondisi utilitasnya,” imbuh Surya
Suamba. Bila sudah tuntas, utilitas
putﬂlk isa masuk seperti kabel -
Tel ‘termasuk kabel untuk
fiber oftik, dan untuk kawasan tert-
bias dimanfaatkan untuk
penambatan pipa PDAM. Namun
terlebih |[dahulu pemerintah harus
iapkan dasar hukumnya
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- Terkait Kasus Dugaan Koru sl

Perjalanan Dinas DPRD 201

i DENPASAR, NusaBall“
| Sebe um Pejabat Pelaksana Teknis |

‘menjebloskan Kegiatan (PPTK) Perjalanan.
Gusti Made P ﬁ'a' yang baru saja pensiun, I Gusti

ke LP Kerobokan p29¢ f:;;:aiﬁxfﬁ{fsb'& =
tadi malam,

malam, selaku tersan
ha DPRD Denpasar seni
idi 1 . nas Denpasar senilai Rp
: pem idik kejakS el 1 miliar. Tersangka IGM Patra
telah memer ﬁa langsung dijebloskan ke LP
Kerobokan, Kecamatan Kuta
antan anggota utara, Badung seusai men-

jalani iksaan di Kant
DPRD Denp gsar ll?e?:;ipg;r;g:sa?'a?adi mala(r):l-
2009-2014 Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

:
|

7'

awa ke LP Keroboknn  Kamis 621/?}m§lam

Tel sang ka IGM Patra saat dil

e s
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| pukul 19.00 Wita.

Sebelum dijebloskan ke tah-
anan, terangka IGM Patra sem-
pat menjalani pemeriksaan
selama 6 jam, sejak siang pukul
13.00 Wita. Saat pemeriksaan
kemarin, tersangka IGM Patra
didampingi kuasa hukumnya,
[ Ketut Rinata. Begitu keluar
dari ruang pemeriksaan tadi
malam, tersangka yang sudah
mengenakan rompi warna

oranye langsung diangkut ke |

LP Kerobokan menggunakan
mobil tahanan.

Dalam kasus ini, tersangka
IGM Patra diduga terlibat mark
up harga tiket pesawat dan
akomodasi perjalanan dinas
anggota DPRD Denpasar tahun
2013. Dalam kasus ini, penyidik
kejaksaan menemukan keru-
gian negara sekitar Rp 1 miliar.

“Jadi, sebagai PPTK, ter-
sangka IGM Patra ini yang terli-
bat langsung dalam pengadaan
tiket dan akomodasi untuk
anggota Dewan yang melaku-
kan perjalanan dinas,” ujar
sumber penyidik kejaksaan,
Kamis kemarin.

FELE Deripa

h

=

1gga dijebloskan ke
- penyidik Kejari Denpz
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ar Dijebloskan ke Tahanan Vv’

Setelah menjerat IGM Patra

tahanan,
sar ma-

. sili terus melakukan penyidi-

kan untuk membidik tersangka

laihnya. Sampai saatini,

qudah

ada sekitar 7 mantan pnggota

DERD Denpasar 2009-

014

yahg menjalani pemegriksaan
terkait kasus dugaan |korupsi
perjalanan dinas tersebut.

“Untuk tersangka lait,
menunggu hasil pen
gan penyidikan,”

masih
mbarn-

tegas su-

mber yang enggan namanya

dikorankan ini.
ementara itu, K

i Intel

dan Humas Kejari Denpasar,

Syahrir Sagir, meny

Patra dilakukan untuk
ke \depan. “Ya, kita |
pemnahanan kepada t

ka
DP

ters

Rin.

aBali, tadi malam.

snagka IGM Patra,

orupsi perjalanan
RD Kota Denpasar,”
Syahrir Sagir saat dikor
Nus
$edangkan kuasa

setelah penyidik mel

pemeriksaan selama

atakan

penahanan tersangka | IGM

20 hari
akukan
ersang-
inas
lujar
firmasi

huil(ufn
I Ketut

ata, mengatakan penaha-
nan kliennya ini dildkukan

akukan
sekitar

6 jam. Selanjutnya, tersangka
IGM Putra yang baru sekitar 2
bulan pensiun, akan menjalani
penahanna di LP Kerobokan,
sambil menunggu persidan-
gan.

Terkait kasus dugaan ko-
rupsi perjalanan dinas DPRD
Denpasar yang menjerat kli-
ennya, Ketut Rinata men-
gatakan, meski IGM Patra
menjabat sebagai PPT da-
lam kasus ini, namun dalam
menjalankan tugasnya yang
bersangkutan hanya sebagai

‘bagian administrasi saja. Bah-

kan, menurut Rinata, kliennya

‘tidak pernah menerima uang

apa pun dalam kasus yang di-
tuduhakn penyidik kejaksaan.
Namun demikian, Rinata
enggan menyebut kiennya se-
bagai karban dalam kasus per-
)alanan dinas DPRD Denpasar
ini. “Harus ada tersangka ang
lain yang bertanggung jawab.
Terutama, bagian keuangan
yang mengurus langsuhg er-
jalanan dinas anggota Dewan,”
tandas Rinata.
Pernyataan senada juga
disampaikan tersangka IGM
Patra. Menurut IGM Patra, di-

+ 19

;Ium%t ,.lm; Judbi

rinya tidak pernah menerima
uang apa pun dalam kasus
ini. “Saya tidak pernah terima
uang,” ujarnya singkat.saat
akan dibawa menuju LP Ker-
obokan, tadi malam.

Dalam kasus ini, penyidik
kejaksaan awalnya meneliti
berkas-berkas soal perjalan-
an dinas yang dilakukan SKPD
Pemkot Denpasar dan per-
jalanan dinas anggota DPRD
Denpasar tahun 2013. Pemer-
iksaan ini berdasarkan temuan
BPK terkait-perjalanan dinas
tidak wajar yang mencapa1 Rp
500 juta.

Dari petunjuk awal inilah,
penyidik kejaksaan kemudian
berhasil mengembangkan ka-
sus ini, Penyelidikan yang
awalnya hanya fokus di satu

. perjalanan dinas saja, me-
| ngembang menjadi seluruh

| perjalanan dinas yang dilakukan

tahun 2013. Dari hasil peny-

| elidikan, ditemukan beberapa

penyimpangan dalam perjala-
nan dinas yang dilakukan DPRD
Denpasar selama setahun, Bah-
kan, disebutkan ada kerugian
negara senilai Rp 1 miliar
dalam kasus ini. & rez

| 5
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SINGARAJA, NusaBali

Situasi di Desa Pakraman
Kedlls, Desa Kedis, Kacamatan
Busungbiu, Buleleng, idak ter-
pangaruh dengan pehahanan
dua|prajuru adat sdtempat,
Jero Mangku Ketut §widitha
dan|Made Sudarisma. Tugas
dan [tanggungjawab b rkaltan
dengan adat sudah dia hrlallh
pleh|pra uru yang bary terpilih.
Situasinya kondusif| karena
prajurunya sudah diganti em-
pat hulan lalu,” kata CAmat Bu-
sungbiu Made Sudama Diana,
likonfirmasi Kamis (21/7).
Dikatakan, posisi Kelian
Adat Desa Pakramah Kedis
yang sebelumnya dijabpat oleh
ero|Mangku Ketut Swiditha

.

F Jumiat, 22 J(J“ 204

elah digantikan oleh |ero Ny-
man Astawa. Penggantian itu
ukan karena kasus |[dugaan
orupsi, namun karena masa
jabatan dari Jero Mangku Ketut
widitha telah habis. gan-
tidak ada hubungannya

sudah
kukan

em ng masa tugasn
le al Kemudian dl

an Astawa, kala nama
tarisnya, saya lupg,” jelas
dama Diana.

a prajuru masingimasing
Desa Pakrama Kedis,

embuat surat pertanggung-
jawaban (SPJ) fiktif atas hantuan
h bah sebetar Rp 945 juta dari

menterian Pendidikan dan

pada tahun 2013.

Data menyebut, Kemendik-
bud awalnya memberikan ban-
tuan hlhah untuk prpgram
rumah budaya nasional di
Desa Kedis. Bantuan itu diberi-
kan kepada sebuah orghnisasi
bernama Banda Sawitra Desa
Kedis, dimana Jero ngku
Ketut Swiditha duduk sebagai
ketua dan Made Suddrisma
sebagai bendahara. Dalam
proposal mencakup pengadaan

. 4

budayaan (Kemendjikbud)

tersangka tela

'l'aspa Penahanan Dua Prajuru Adat Kedis

iatan Ada
Berjalan Nor

-t

peralatan untuk
kebyar serta pembua
berlatih gong by r
tany qkkeg:qta -ke
diajukan dala
tidak dilaksan kair{
13 kegiatan dalar
yang tidak dil
Kepala Kejari Singaraja Su-
marjo dndampqngi asi Pidsus
Indra Novianto Santosa dan
Kasi lntel Gusti Agung Kusuma-

‘ roposal
sanakan,” jelas

yasa, kemarin |

Kedua Pra]uruJ it terse-
but dijerat pps b rlapis,
pasal 2 ayat 1 |]u asal 18

Undang-undang/ No or 31
Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana diubah
dan ditambah lrudhilgrundang
Nomor 10 Tahun 2001 ten-
tang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31| Tahun
1999 jo Pasal 55 karena ada
unsur membantu melaksana-
kan kegiatan. Ancaman huku-
man dengan dakwaan primer
paling singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun, dengan
denda paling edl it Rp 200
jutadan makSlmal p 1 miliar.
Sedangkan dakwaan subsider
ancaman paling sedikit 1 ta-
hun dan paling lama 20 tahun,
dengan denda h)almg sedikit
Rp 50 juta dan maksxmal Rp
1 milyar.

. Kajari Sumaf]mmehyebut
bantuan hibah Rp 495 juta
masuk dalam rekening BRI

. dengan nama RBP Seni Budaya
" Banda Sawitra. Selanjutnya

bantuan tersebut dicairkan
dalam dua tahap, yakni tahap
pertama tanggal 21 Nopember

12013 sebesar Rp 100 juta dan

tahap kedua tanggal 25 Nopem-
ber 2013, sebesar Rp 395 juta

- lebih. Dana tersebut dimanfaat-

kan untuk membangun rumah
budaya. Namun hi gga batas
waktu lgr:;mg telah ditentukan
rumah budaya yang diharapkan
sesuai proposal tidak terwujud.
Diakui Kajari Sumarto, kedua
k mballkan
sebagian dari hasil korupsi,
namun pengembahaq itu tidak
menghapuskan perbpa n pi-
dana. & k19 Ta

ady
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DENPASAR NusaBali

Komigi IV DPRD Bali men-
datangi| Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan RI di
Jakarta terkait dengan penga-
lihan kéwenangan SMA/SMK
dari kabupaten/kota kepada
provins Kamis (21/7).

“Has{l konsultasi kami ke
mprov Bali wajib alo-
anggaran SMA/SMK
dari APHD Bali 2017," ujar Ketua
Komisi IV DPRD Bali yang mem-
pendidikan I Nyoman
Parta, dihubungi via telepon dari
Denpasqr, Kamis (21/7).

Partd menyebutkan rom-
bongan|Komisi IV DPRD Bali
yang diterima Kepala Bagian
Kelembdgaan Kemendikbud Ida

jad

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Wi yal {14
! '?ef, rut Parta, dari kon-

asi itu, hasilnya secara gam-

sul
blai§
provinsi mengalokasikan angga-
an untuk SMA/SMK pada Tahun
I\ 4 aran 2017.“F ini sudah
jelas kami dapatkan bahwa Pem-
proj Ba 1wa]ib mliylapkan ang-
garan sesuai deng permtah uu
23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah, dimana SMA/SMK
kewenangannya ada di provinsi,’
uja pr‘a yang dlgadang gadang
\Cawagub oleh PDIP Bali ini.
i n Parta adanya kes-
impangsiuran pengelolaan SMA/
SMK akibat tidak lengkapnya per-

aturan dan ego sektoral masing-
masing daerah. Bahkan, kata dia,

(Ketua Komisigv PRD
Bali. Nvom

n Parta)

MK)! Belum ada putusan kok dari
MK, tegas mantan Ketua Fraksi
PDIR DPRD Bali ini.

| Saat ini, kata Parta, sudah
turuh PP/ 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah yang
penjelasannya menegaskan ke-
wenlangan SMA/SMK djatur |
dalam struktur dan pera gkat
dan prganisasi daerah di pr ovin-
§i. 7
kewenangan pada kabupaten,
tetap di provinsi,” tegasnyal lagi.
Dikatakan, pelimpahan ke-
wenFmg
SMK da
pada provinsi sebenarnya sangat |
bagus ya i
wenang
nya en nganinya. “Pendi

%)
o]
=

—
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=
S
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=
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L)

n dasar di kabupaten.

i, Kabag Kelembagaan

Biro Hukum dan Organisasi Ke- = (Mahk
mendikljud Fauzi Jazuli dipimpin = SMK.
Ketua DIPRD Bali Nvoman Adi = dan kot

s dengan masing{mas- |

ing peran u]arParta
Atas kondisi ini, Ka s endi

dikan, Pemudan dan Olahraga
Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung
(TIA) Kusumawadhani i

Kamis kemarin, mengatakan pihak
Pemprov Bali tetap menyiapkan

alternatlﬂalternatig nemp

menyiapkan dua penan

ini turunan dari p n UU

23 Tahun 2014 be“%

Pemerintah belu ter it. Kalap

nanti terbit dalam dekat ini

kami pasti laksanakan perintah UU

23 Tahun 2014 ltll

| Katadia, APBD Bali ZF’Vyang
| disusun tetap akan diajukan

dalam proses veriflkasl di Ke-
menterian Dalam Negeri. “Nanti
di'Kementerian ada keputusan
juga. Kuncmya di Depdagri sual,
anggaran itu,” tegas m

pala Badan Diklat Pe N'q Bali
ini. & nat

ada disebutkan dari putusan MK
mah Konstitusi) SMA/

bali dikelola kabupaten
. “Itu tidak benar (putusan
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Setelah tiga terdakwa
dijatuhi hukumah berbeda
dalam kasus dugaan Korupsi
pipanisasi Karangasem, penyi-
dik Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Bali kembali menerima pelim-
pahan berkas dan tersangka
kasus tersebut. Kali ini pe-
nyidik melakukan penahanan
terhadap satu ters gka, yakni
Kepala Proyek pipanisasi Ka-
rangasem dari PT Adhi|Karya,
Parno Tris Hadiono yang di-
tahan pada, Kamis [21/7).

Penahanan ini sendiri di-
lakukan penyidik setelah pe-
nyidik Dit Reskrimsus| Polda
Bali melimpahkan tersangka
Parno ke penyidik Kejati Bali.
Setelah melakukan pemerik-
saan terhadap Parno selama
dua jam dari pukul 11.00 Wita
hingga pukul 13.00 Wita, pe-

Cr
B
o 8
5
1)
Q.
=t
=
{¢)=]

di

Manggls dan Kuby,
gasem ini merupaka pe gem-
bangan dari pe id ng

untuk 20 hari lfe d pa
‘gasnya. {

- Wijaya Santosa yang dij tuhl

tu. Karapgas
~ dan Mat i&

Jull 24E
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Da am késus ini, Parno di—
duga|terlibat dalam peny-
elewe ngan anggaran proye
senildi Rp 27 miliar bersamh
3 terdakwa sebelumnya yang
suda duatth hukuman oleh’
majelis hakim Pengadilan
Tipikdr Denpasar. 3

“D4lam kasus ini, negara
dlrugx ap 93 7mlllar, pung-

|
kas Polin yang baru dua bujan.
menjabat sebagai As;ﬁdsus~
Kejati Bali. Dalam kasus ini,
sudah ada tiga terdakwa yang

dijatuli hukuman berbeda.

Di antdqranya, mantan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Karangpsem, I Wayan Arnawa
sebagai PPK (Pejabat Pembuat
Komitnjen) yang dijatuhi huku-

man 1,5 tahun penjara, PPTK
(Pejabat Pelrz‘iksana Teknis
) IB Oka yang dijatuhi
in | 1 tahun pen]ar‘a dan

Kepala P'I} Aill Karya, am '

hukuman 2 tahun penja ‘
Seperti diketahui sebélume |
nya, nrf{yek pemasangan. gpa

ini unt
kecama

ndi harangasém, yai-

em, Abang, Kubu
Fl .kpl isa- |

TERSANG 1o Tris Hadion: n) kepala
di Kej (217

lelang d en- :

epan ang }' lometelr ini
an yang lang-

an 13 perus

i Jsung menga]ukan penawaran
Saat itu, penaWﬁmn terendah

ag Setelah
embuat perj lan yang di-
» datangani Kadis PU Karan-

qm Arnawa dengan Kepala

k men galm air. pat ]

2 éedan@xan

\ d 1ltun)uk oleh
tan Bupati Karangasem,
' eg pada 2008
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proyek proyek pipanisasi Katangaserh dari PT Adhi Karya digiring petugas usai pemeriksaan

Karangaséfn ﬁl-%_erlanjut\ |

ek dari PT Adh| Karya Ditahan




